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ABSTRAKSI 
Ekka Sari Angel Pattipi, E 111 04 031, dengan judul skripsi “AGAMA DAN POLITIK, 
STUDI TENTANG REFLEKSI TEOLOGI TERHADAP PERAN PENDETA DALAM 
POLITIK”. Dr. GUSTIANA A. KAMBO, M.Si sebagai konsultan I dan A. 
NAHARUDDIN, S.IP, M.Si sebagai konsultan II. 
Kehadiran gereja di dunia bukan hanya untuk melayani sekelompok orang tertentu 
tetapi juga melayani masyarakat umum. Salah satunya melalui bidang politik dimana politik 
menjadi sangat penting sebab kehidupan masyarakat tidak terlepas dari politik. Warga gereja 
telah lama ikut serta dalam politik baik menjadi pengurus partai, pejabat publik, maupun 
menjadi anggota legislatif. Menjadi sesuatu hal yang baru ketika yang terlibat politik adalah 
seorang pendeta. Pendeta sendiri memiliki fungsi sebagai seorang nabi, imam sekaligus 
gembala bagi umat kristiani. Daripadanya dituntut untuk selalu menyuarakan keadilan bagi 
kaum tertindas. Keterlibatan pendeta sebagai elit tradisional pun dalam politik pastinya 
menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat sendiri. Maka yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab pendeta adalah bagaimana berperan dalam politik tanpa harus 
mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin umat dan juga 
menjalankan fungsi kenabiannya. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah apakah ada perubahan peran 
pendeta ketika terlibat menjadi anggota legislatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui 
adanya perubahan peran pendeta ketika terlibat menjadi anggota legislatif. Dalam penelitian 
difokuskan kepada penggambaran perubahan pendeta ketika terlibat menjadi anggota 
legislatif sebagai bahan perbandingan dalam memahami politik dalam masyarakat. 
Sumber data yang diperoleh dari informan yang berasal dari empat gereja yang berada 
di kota Makassar dan dokumen berupa arsip dan data. Alat pengumpul data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang dikumpulkan 
dianalisis dengan model analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perubahan fungsi dan peran peneta 
ketika terlibat menjadi anggota legislatif sehingga fungsi legislasi, kontrol dan anggaran 
lembaga legislatif sejalan dengan fungsi imam, nabi dan gembala seorang pendeta. Pro kontra 
keterlibatan pendeta dalam politik juga lebih disebabkan oleh citra buruk dunia politik di 
mata masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan 
peran pendeta ketika terlibat menjadi anggota legislatif. Fungsi lembaga legislatif sejalan 
dengan fungsi seorang pendeta. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis 
menyarankan agar fungsi dan peran profetik pendeta tidak terhalang oleh aturan-aturan gereja 
selama firman Tuhan tidak diganti dengan kampanye politik dan memberi pendidikan politik 
yang baik bagi masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Situasi politik di Indonesia saat ini sering diwarnai dengan konflik kepentingan 
antarkelompok atau golongan tertentu sehingga menjauhkan hakekat politik yang 
sebenarnya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Media massa pun setiap 
harinya selalu melaporkan semakin meningkatnya kasus pelanggaran HAM, kasus 
kekerasan mengatasnamakan SARA, kasus korupsi yang merugikan negara dan 
masyarakat serta masih banyak lagi kasus-kasus hukum yang melibatkan penguasa atau 
orang-orang penting didalamnya yang hingga kini kasusnya masih belum bisa 
diselesaikan. 
Ketidakadilan yang terjadi di masyarakat sedikit banyak sering disebabkan oleh 
kecenderungan segelintir orang memandang kemajemukan sebagai hal yang tidak wajar 
dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang lebih sering sibuk 
memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dibanding mengurusi rakyatnya, maka 
tidaklah salah apabila bagi banyak orang menganggap politik itu kotor. Politik dianggap 
sebagai tempat berkumpulnya “serigala-serigala” yang haus akan kekuasaan. Namun 
demikian, fungsi kekuasaan untuk melayani kepentingan masyarakat tetap diperlukan. 
Kekuasaan dianggap sebagai “eksousia”, kekuatan yang dicangkokkan dari luar dan 
sebagai “dunamis”, energi yang bergerak dari dalam, dimana keduanya harus mampu 
diseimbangkan sehingga para pemegang kekuasaan tetap dapat diawasi dan 
didampingi
1
. 
                                                          
1
 Yewangoe, Andreas A. Umat Kristen Menghadapi Pemilu 2009. Tabloid Berita Oikumene, Edisi Maret 2009, 
hlm. 4. 
  
Dalam sidang MPL-PGI di Makassar, 16-19 Februari 2009 menegaskan adanya 
kecenderungan di masyarakat yang makin “alergis” terhadap kenyataan kemajemukan 
(pluralitas) dan pemahaman pluralisme di dalam masyarakat, intinya intoleransi makin 
marak di dalam masyarakat. Disinyalir pula, bahwa apabila kecenderungan 
mempertentangkan kemajemukan terus berlanjut, bukan tidak mungkin bangsa dan 
negara Indonesia akan runtuh
2
. 
Atas dasar pemikiran tersebut, Gereja kemudian menempatkan diri untuk hadir di 
tengah masyarakat demi menyuarakan keadilan bagi kaum yang tertindas dan 
menawarkan solusi demi menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa 
Indonesia. Perlu dipahami bahwa gereja (baik sebagai umat atau lembaga/organisasi) 
pada hakekatnya hadir di dunia dengan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk 
mewujudkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang damai bagi umat manusia. 
Gereja pun harus terbuka, dinamis, dialogis pada situasi perkembangan di masyarakat 
dengan sikap positif, kritis, kreatif dan realistis. 
Arah dan tujuan amanat ini kemudian melahirkan pemahaman yang mendalam 
bahwa tugas Gereja adalah bersekutu/persekutuan (Koinonia), bersaksi/kesaksian 
(Marturia) dan melayani/pelayanan (Diakonia) atau lebih dikenal dengan istilah Tri 
Tugas Gereja. Dalam kaitannya dengan Tri Tugas Gereja maka Gereja kemudian 
terpanggil untuk menyatakan
3
: 
1. pembebasan dari diskriminasi, kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan sosial, 
kebodohan, keterbelakangan, dan tekanan spiritual melalui bidang pelayanan 
dan kesehatan. 
2. kehambaan, adanya kerelaan menjalankan tugas dengan ketaatan penuh, 
pantang menyerah, gigih memperjuangkan kebenaran, mempunyai solidaritas 
                                                          
2
 ibid., 
3
 Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja, http://gmibm.bluechiphosting.com/new_page_9.html. 1 Oktober 2010 
  
terhadap umat yang terbuang, tersingkir dan tertindas, menunjukkan kesaksian 
hidup yang rendah hati dan rela menderita bagi kepentingan orang lain ketika 
menyuarakan kebenaran dan keadilan demi masyarakat.  
3. perdamaian (pemulihan) artinya gereja harus mampu mempelopori dan ikut 
serta melakukan aksi-aksi untuk mengatasi kebencian dan permusuhan 
antargolongan dan umat beragama, antarsuku dan bangsa. 
4. gereja harus mempunyai sikap peduli dalam menjaga keutuhan dan 
kelestarian seluruh karya ciptaan Tuhan sebagai wujud tanggung jawab 
melestarikan ciptaan Tuhan demi kelangsungan hidup masyarakat. 
5. gereja harus mampu mengembangkan dan menghargai bentuk-bentuk 
kebudayaan yang dapat membangun mental dan spiritual manusia. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, Gereja harus bisa menyatakan tugas 
panggilannya tersebut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat diantaranya dalam 
bidang politik. Salah satu tugas penting gereja yang tidak boleh diabaikan adalah 
tanggung jawab politik sebab politik merupakan lapangan hidup manusia. Gereja harus 
terlibat di dalam pelayanan tersebut, sebab pertuanan Yesus mencakupi segala sesuatu, 
demikian keyakinan gereja. Tentu saja ini bukan pandangan baru sama sekali, sebab 
dalam Alkitab dan tulisan‐tulisan bapa‐bapa gereja sebelumnya dapat ditemukan ajakan 
untuk terlibat di dalam politik. Maka ketika gereja sekarang melibatkan diri di dalam 
politik, semestinya kita berkata mengenai penemuan kembali tugas yang selama ini 
diabaikan. 
Dalam sejarah gereja, hubungan gereja dengan negara selalu saja diwarnai dengan 
konflik. Abad I-IV yang merupakan masa terbentuknya gereja, gereja selalu menjadi 
objek penganiayaan oleh penguasa kekaisaran Romawi, negara yang mengintervensi 
gereja hingga di abad pertengahan di tahun 1000 hingga akhinya gereja dikuasai oleh 
  
negara. Setelah tahun 1000-1500, paus sebagai pemimpin gereja mulai menaklukkan 
kekuasaan negara dan menjadi pimpinan gereja tertinggi yang menjadi pemegang 
kendali yang dapat mengintervensi negara. Pada masa ini, gereja menjadi haus akan 
kekuasaan, menjadi tegas terhadap kelompok-kelompok yang dianggap akan merugikan 
kekuasaan gereja hingga akhirnya memicu lahirnya gerakan reformasi dengan tokoh 
utamanya Marthin Luther dan Johannes Calvin, yang menjelaskan hubungan gereja dan 
negara. Gerakan reformasi inilah yang melahirkan aliran Kristen Protestan dan 
mengubah sikap warga gereja terhadap negara sehingga hubungan keduanya menjadi 
jelas, bahwa negara adalah pelindung seluruh aktifitas gereja
4
. 
Gereja memandang negara sebagai persekutuan (koinonia) hidup yang 
mempunyai keterikatan satu dengan yang lain
5
 sehingga perlu disadari bahwa setiap 
warga gereja diutus ke dalam dunia untuk berkarya bagi dunia ini. Bertitik tolak dari 
prinsip negara demokrasi, maka peran warga negara menjadi sangat penting yaitu ikut 
mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Gereja pun harus mengutus warga 
jemaatnya sebagai wakil gereja dalam pemerintahan sebagai wujud pelayanannya bagi 
masyarakat. Pengutusan ini diibaratkan seperti domba yang di utus ke tengah-tengah 
serigala, maka dituntut pula agar warga jemaat hendaknya cerdik seperti ular tetapi 
tetap tulus seperti merpati. Dalam negara demokrasi berlaku dua prinsip yakni tiap-tiap 
orang adalah penting dan keanggotaan adalah partisipasi. Prinsip ini merupakan embrio 
praktik politik praktis yang menempatkan sesama warga sebagai pemeran dalam 
pembangunan dimana di dalamnya gereja berperan sebagai katalisator dalam 
menerjemahkan dan atau bahkan menjadi bagian dari politik itu sendiri
6
. 
                                                          
4
 Borrong, Robert P. Etika Politik Kristen,serba-serbi politik praktis. Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi STT 
Jakarta,2006 hlm 16-20 
5
 R.M.S Gulton dan Mudiyono. Tanggung Jawab Warga Negara. Jakarta: BPK Gunung Mulia,1992 hlm.2 
6
 ibid., 
  
Dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Persekutuan 
Gereja-Gereja Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) yang sekarang 
berubah nama menjadi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulselbara) 
menyimpulkan beberapa pokok pikiran dan salah satu pokok pikirannya tentang politik 
adalah : 
- Politik adalah wahana yang wajib dimasuki Gereja untuk mendirikan tanda-
tanda kerajaan Allah. 
- Agar Gereja dapat turut serta mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah di bidang 
politik, dibutuhkan adanya pendidikan politik bagi warga Gereja, untuk 
pembentukan sikap politik kritis. 
- Aspirasi yang kini hidup dalam masyarakat pasca Orde Baru, seperti tuntutan 
otonomi daerah, bentuk pemerintahan dan tinjauan terhadap UUD 1945 serta 
berbagai produk hukum yang lain merupakan pertanda positif tentang kian 
mandirinya masyarakat dalam menyatakan pendapatnya di bidang politik dan 
pemerintahan
7
 . 
Melalui pokok-pokok pikiran peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat tersebut, 
Gereja menunjukkan bahwa dunia politik bukanlah dunia yang terpisah dengan Gereja 
tetapi merupakan wilayah yang harus dilayani oleh Gereja untuk menyatakan tanda-
tanda Kerajaan Allah di dunia ini. Walaupun begitu, wacana politik di kalangan umat 
Kristen masih menjadi hal yang kontoversi bahkan sampai saat ini. Ada tiga kelompok 
sikap Kristen terhadap politik yaitu
8
: 
1. Kelompok pendukung gereja mempelajari politik sebagai ilmu yang berguna, 
dengan alasan politik dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk 
                                                          
7
 Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara (PGIW Sulselra), Rangkuman Pokok 
Pikiran Peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat, Makassar: PGIW Sulselra, hal. 2 
8
 Sibarani, Poltak.YP. Bolehkah Gereja Berpolitik (Mencari pola hubungan Gereja dan Negara yang relevan di 
Indonesia). Jakarta: Ramos Gospel Publishing House, 2004 hlm. 50-51. 
  
gereja. Politik tidak dapat dipisahkan dari manusia, politik dibicarakan dalam 
Alkitab sebagai “berita keselamatan”, politik merupakan sebuah mandat bagi 
gereja dan politik memiliki pengaruh bagi “pekerjaan Tuhan” atau kegiatan 
penginjilan. 
2. Kelompok anti politik, dengan alasan politik adalah sesuatu yang keras dan 
kejam, bersifat “duniawi”, tidak berkaitan dengan kegiatan agama, Alkitab 
tidak menyemangatkan orang Kristen untuk mempelajari politik dan istilah 
politik tidak terdapat dalam Alkitab. 
3. Kelompok yang bersifat netral, dengan alasan politik memang perlu dipelajari 
bukan oleh gereja tapi oleh warga gereja atau perseorangan dan gereja bisa 
mempelajarinya jika mengalami keadaan tertentu yang memaksanya. 
Sejak menggantikan rezim Orde Baru tahun 1998, Orde Reformasi telah 
memberikan kebebasan yang cukup signifikan bagi tumbuhnya partai-partai politik. 
Partai politik pun tumbuh bagai jamur di musim hujan dengan coraknya masing-
masing. Euforia untuk berserikat dalam satu partai baik yang baru muncul maupun yang 
sudah ada juga melanda kehidupan para pendeta untuk menjadi pengurus partai, entah 
partai Kristen maupun partai nasionalis terbuka. Para pendeta pun ikut berpartisipasi 
dalam politik baik di partai politik maupun menjadi anggota legislatif dan eksekutif. 
Keterlibatan para pendeta dalam politik pun telah menimbulkan perdebatan dalam 
kehidupan warga gereja sendiri, sebagian warga gereja yang setuju pendeta terlibat 
politik karena memandang pendeta sebagai pemimpin umat yang mempunyai wawasan 
yang luas terhadap berbagai aspek dan perkembangan dalam masyarakat termasuk 
politik dan selalu merelasikannya dengan panggilan gereja yaitu menjadi Garam dan 
Terang Dunia dan ikut serta dalam usaha mensejahterakan masyarakat. Pendeta 
dipandang memiliki potensi untuk menjadi seorang politisi yang ideal dalam tanggung 
  
jawab imannya kepada Tuhan dan tanggung jawab moral kepada seluruh rakyat dan 
bangsa Indonesia. Perannya kemudian adalah menyuarakan dan memberlakukan 
kebenaran, keadilan dan kasih. Hal ini menjadi relevan dengan tujuan politik yang 
murni dalam negara yang seharusnya dilakukan oleh para politisi. Keterlibatan pendeta 
dalam politik kemudian diperkuat dengan adanya Keputusan SSA XXI Nomor : 
16/KEP/SSA-XXI/GT/VII/2001 tentang Peraturan Umum Gereja Toraja pasal 18 
tentang Gereja dan Politik
9
, dimana isinya menyebutkan bahwa pendeta dapat terlibat 
aktif dalam politik jika mengajukan cuti di luar tanggungan gereja (emeritus 
sementara), meskipun sebaiknya demi mengoptimalkan peran politiknya, seorang 
pendeta tidak terlibat penuh dalam dunia politik. Peran politik pendeta hanya sebatas 
sebagai warga negara yang memiliki hak suara dalam setiap pemilihan umum maupun 
sebagai penasehat pribadi bagi warga gereja yang berpartisipasi aktif dalam politik. 
Warga gereja yang tidak setuju menganggap pendeta yang terlibat dalam politik, 
praktis memilih salah satu partai/golongan politik, pendeta dianggap tidak mampu lagi 
membina warga jemaatnya dalam aktifitas politik yang berbeda-beda dan berpotensial 
meruntuhkan idealisme dan semangat profetik pendeta yang mencoba terlibat 
didalamnya. Dunia politik merupakan tanggung jawab warga gereja itu sendiri. 
Ketidakpercayaan umat Kristiani pada para tokoh politik yang dinilai “kotor” yang 
kemudian menyebabkan pemikiran bahwa pendeta atau hamba Allah tidak pantas 
berpartisipasi dalam politik. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, peran pendeta kemudian menjadi sangat 
menentukan partisipasi umat Kristen dalam politik dan menciptakan perubahan dalam 
pemerintahan di Indonesia yang dianggap korup dan tidak memihak kepada masyarakat. 
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Pendeta pun harus menjadi pemerhati politik sehingga umat akan ikut tergugah untuk 
berpartisipasi. Umat juga harus diberikan pemahaman yang benar tentangnya 
pentingnya politik karena menyangkut nasib bangsa dan seluruh rakyat. Pendeta juga 
harus terbebani dengan keberadaan para politisi sebagai pembuat kebijakan dalam 
negara. Berdasarkan pemikiran ini penulis tertantang untuk mengangkat persoalan 
politik yang melibatkan para pendeta dalam politik sebagai wujud nyata pelayanannya 
dan tanggung jawab imannya kepada Allah serta tanggung jawab morilnya kepada 
masyarakat demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan umum sehingga penulis 
terinspirasi untuk menyusun sebuah karya ilmiah dengan judul “AGAMA DAN 
POLITIK” dan sub judul “Studi Tentang Refleksi Teologi Terhadap Peran Pendeta 
Dalam Politik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah : 
Apakah terjadi perubahan peran pendeta ketika terlibat menjadi anggota 
legislatif? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menyimpulkan tujuan dari 
penelitian ini yaitu : 
Mengetahui adanya perubahan peran pendeta ketika terlibat menjadi anggota 
legislatif. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis menganggap bahwa 
hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis : 
- Menunjukkan adanya perubahan peran pendeta ketika terlibat menjadi 
anggota legislatif. 
- Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk 
perkembangan keilmuan. 
2. Manfaat Praktis : 
- Untuk memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat 
dalam memahami realitas politik. 
- Untuk memberikan informasi sebagai bahan perbandingan dalam 
memahami politik pada masyarakat. 
- Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik. 
 
  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab II ini akan dibahas tentang teori atau konsep yang erat kaitannya dengan 
peran Pendeta dalam legislatif. Hal tersebut dimaksudkan untuk dijadikan kerangka 
berpikir dalam pembahasan selanjutnya. 
A. Fungsi Lembaga Legislatif 
Indonesia mengenal konsep Trias Politica yang terdiri dari lembaga Legislatif, 
Eksekutif dan Yudikatif yang semuanya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam sub bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang lembaga legislatif. 
Legislatif adalah lembaga yang fungsi utamanya untuk membuat undang-undang 
dimana anggota-anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat sehingga lembaga ini 
sering disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen
10
. Produk undang-
undang yang dihasilkan pun dianggap sebagai keinginan dan kebutuhan rakyat yang 
sifatnya mengikat seluruh masyarakat. 
Pada awal terbentuknya, parlemen hanya bertugas untuk mengumpulkan dana 
yang memungkinkan raja dapat membiayai kegiatan pemerintahan atau peperangan. 
Lambat laun pada setiap penyerahan dana disertai pula dengan tuntutan agar raja 
menyerahkan pula beberapa hak sebagai imbalan, sehingga berangsur-angsur parlemen 
bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut
11
 dan 
kemudian menjadikan raja hanya sebagai penyelenggara atas kebijaksanaan umum yang 
dibuat oleh parlemen seiring berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan 
rakyat. 
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Dalam sistem parlemen, lembaga legislatif adalah lembaga tertinggi yang 
menunjuk eksekutif yang kemudian bertanggungjawab penuh kepada legislatif, 
sedangkan dalam sistem presidensil, lembaga legislatif adalah cabang pemerintahan 
yang sama dan bebas dari eksekutif
12
, legislatif tidak mempunyai wewenang untuk 
memilih ataupun memberhentikan eksekutif, begitupun sebaliknya. Beberapa negara 
yang mengembangkan sistem semipresidensial menggabungkan presiden yang kuat dan 
lembaga eksekutif yang bertanggungjawab kepada parlemen
13
. 
Dalam negara modern, anggota lembaga legislatif dipilih melalui pemilihan umum 
dan berdasarkan sistem kepartaian tapi tidak menutup kemungkinan anggota lembaga 
ini dipilih tanpa ada ikatan dengan partai manapun atau independen
14
. 
Berikut adalah beberapa fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif antara lain
15
 : 
a. Fungsi legislasi yaitu menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat 
undang-undang sehingga lembaga legislatif kemudian diberi hak inisiatif, hak 
untuk mengamandemen rancangan undang-undang yang disusun eksekutif dan 
hak budget. 
Dalam proses pembuatan undang-undang, seharusnya suatu rancangan 
undang-undang merupakan inisiatif lembaga legislatif, akan tetapi yang sering 
terjadi dalam dunia modern adalah undang-undang dirumuskan dan 
dipersiapkan oleh eksekutif sehingga tugas lembaga legislatif kemudian 
hanyalah untuk membahas dan mengamandemen undang-undang saja. 
Berbeda dalam hal keuangan, lembaga legislatif masih mempunyai kekuasaan 
penuh dalam mengatur rancangan belanja negara dan bagaimana cara uang 
rakyat dipergunakan. 
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b. Fungsi kontrol untuk mengontrol eksekutif agar sesuai dengan kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga dalam menjalankan fungsi ini 
legislatif diberi hak-hak kontrol khusus antara lain : 
- Hak untuk mengajukan pertanyaan parlementer kepada eksekutif 
mengenai sesuatu hal yang dianggap kurang wajar. Pertanyaan dapat 
diajukan dengan cara lisan maupun tulisan. Di Indonesia, hak ini dianggap 
membawa efek politik yang sedikit. 
- Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada eksekutif 
mengenai kebijaksanaannya pada suatu bidang. Eksekutif wajib 
memberikan penjelasan dalam sidang pleno dan akan diakhiri dengan 
pemungutan suara. Apabila hasil voting negatif maka kebijaksanaan 
eksekutif diragukan. Interpelasi dapat pula dijadikan batu loncatan untuk 
mengajukan mosi tidak percaya sehingga eksekutif yang berkuasa pun 
dapat digulingkan. 
- Hak angket adalah hak anggota lembaga legislatif untuk mengadakan 
penyelidikan sendiri, biasanya dibentuk panitia untuk nantinya akan 
melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota lembaga legislatif 
lainnya kemudian merumuskan pendapatnya mengenai suatu hal yang 
diselidiki dengan harapan akan memperoleh perhatian dari eksekutif. 
- Hak mosi dianggap sebagai hak kontrol paling ampuh yang dimiliki oleh 
legislatif sebab jika lembaga legislatif menerima mosi tidak percaya maka 
kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi krisis kabinet. 
c. Fungsi anggaran untuk menyusun dan mengesahkan anggaran negara. Fungsi 
ini dijalankan bersama dengan eksekutif sebagai pelaksana anggaran negara
16
. 
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Adapun model lembaga legislatif yang biasa dipergunakan oleh negara-negara 
antara lain
17
 : 
1. Model Bicameral system (dua kamar atau dua majelis), merupakan 
pengembangan sistem aristokrasi ke sistem demokrasi, biasanya digunakan 
oleh negara-negara federal untuk mewakili kepentingan negara-bagian dengan 
pertimbangan majelis yang satunya dapat mengimbangi dan membatasi 
kekuasaan majelis lain sehingga tidak mudah mengikuti arus politik yang ada. 
Model ini terdiri dari lembaga legislatif yang dikenal dengan majelis rendah 
(lower house) dan majelis tinggi (upper house atau Senat). Anggota majelis 
rendah dipilih melalui proses pemilihan umum atau partai politik berbeda 
dengan keanggotaan mejelis tinggi yang dapat ditentukan dengan cara 
penunjukkan langsung, diwariskan secara turun-temurun ataupun dipilih. 
Sekilas keduanya menunjukkan ada hubungan atasan-bawahan tapi wewenang 
majelis rendah lebih tinggi daripada majelis tinggi. Hanya di Amerika Serikat 
saja wewenang majelis tinggi lebih besar daripada majelis rendah
18
. Meskipun 
mengeluarkan biaya yang cukup besar dan sering menimbulkan perselisihan 
antara dua majelis dalam penyusunan undang-undang namun sistem ini 
memiliki keuntungan antara lain: ketelitian akan persoalan yang dihadapi 
masyarakat, lebih mencerminkan kehendak masyarakat sebab anggota majelis 
rendah dipilih melalui pemilihan umum dan kepentingan negara-bagian lebih 
terjamin
19
. 
2. Model Monocameral system (satu kamar atau satu majelis), hanya terdiri dari 
satu majelis yang langsung mewakili rakyat. Sistem ini mulai popular sejak 
akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Meskipun keuntungan dari sistem ini 
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antara lain: biaya yang lebih murah dibanding sistem dua kamar, efisiensi 
kerja yang lebih baik dalam penyusunan perundang-undangan, 
pertanggungjawaban yang lebih tegas, dan lebih menggambarkan kekuasaan 
yang langsung dari pemilih (konstituen) tetapi tetap memiliki kekurangan 
yaitu kurangnya ketelitian anggotanya dalam membahas persoalan yang 
dihadapi bangsa dan negara serta kepentingan daerah-daerah tidak diwakili 
secara langsung
20
. 
Indonesia sendiri menggunakan model dua kamar sehingga memiliki dua majelis 
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, anggotanya merupakan hasil dari pemilihan umum 
berdasarkan sistem kepartaian dan Dewan Perwakilan Daerah yang keanggotaannya 
dipilih tanpa didasarkan kepada sistem kepartaian atau independen. Gereja sendiri telah 
mengutus warga jemaatnya bahkan pendeta sekalipun di tiap dewan perwakilan ini 
sebagai tanggung jawab politik gereja sebagai perwakilan Allah di dunia dan sebagai 
perwakilan rakyat sudah semestinya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif 
melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan 
yang baik pula bagi masyarakat. 
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B. Fungsi Pelayanan Pendeta 
Kata Pendeta berarti orang pandai, pertapa (dalam cerita-cerita lama), pemuka 
atau pemimpin agama dalam jemaat agama Hindu dan Protestan, rohaniawan, guru 
agama. Pengertian terminologi pendeta yang dipakai penulis disini adalah seorang yang 
menjadi pemuka atau pemimpin agama dalam lingkup Kristen Protestan. Pendeta 
sebagai pemimpin jemaat disebut juga “gembala” bagi domba-domba/umat. Seorang 
gembala bekerja tak kenal lelah, selalu waspada, pemberani dan siap mempertaruhkan 
nyawanya untuk domba-dombanya
21
. 
Terminologi gembala dan domba ini sudah lazim dipergunakan dikalangan umat 
Kristen untuk menggambarkan hubungan Yesus Kristus dan umat-Nya. Yesus dan 
ajaran-Nya menjadi patron dan dasar penggembalaan. Setelah Yesus, tradisi itu 
kemudian dilanjutkan oleh murid-muridNya yang dikenal sebagai Rasul-rasul. Seiring 
dengan semakin bertambahnya orang yang mengikuti ajaran Yesus, maka para Rasul 
mengangkat beberapa orang dengan jabatan khusus untuk membantu pekerjaan 
pelayanan. 
Berdasarkan kesaksian Alkitab Perjanjian Baru terdapat berbagai corak pelayanan 
dalam jemaat-jemaat perdana. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan konteks budaya 
dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap jemaat. Namun demikian pelaksanaan tugas 
tidak dilakukan secara tegas dan kaku, misalnya penatua sebagai pemimpin bisa saja 
jadi pengajar sekaligus penilik jemaat tergantung pada kebutuhan. 
Berikut ini adalah gambaran umum berbagai jabatan pelayanan dalam jemaat-
jemaat perdana
22
: 
a. Rasul 
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Yang dalam bahasa Yunani disebut “apostolos” berarti orang yang 
diutus/utusan. Penyebutan Rasul bukanlah gelar bagi kedua belas murid Yesus 
tetapi menunjuk pada tugas dan fungsi yang diperankan. Mereka pernah hidup 
bersama Yesus kemudian diutus untuk memberitakan Injil keselamatan ke 
seluruh dunia. Tugas pelayanan mereka tidak hanya dalam lingkup jemaat di 
Yerusalem tetapi sampai ke luar Yerusalem. 
Rasul-rasul ini berperan : memberitakan Firman, mengajar, menjadi pimpinan 
di jemaat lokal, mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut 
pengangkatan pelayan, dan menetapkan aturan penting yang berlaku pada 
jemaat-jemaat. 
b. Nabi 
Adalah seorang yang menerima wahyu dari Roh Kudus untuk disampaikan 
kepada jemaat, kadang-kadang disertai dengan perbuatan yang mengandung 
arti simbolis. Penyampaian mereka selalu berhubungan dengan situasi pada 
saat itu (masa sekarang), kadang juga menyatakan hal-hal yang akan terjadi 
kemudian. 
c. Guru 
Tugas pengajar biasanya dilakukan oleh para Rasul, nabi atau penilik/penatua 
dan semua warga jemaat yang memiliki karunia cakap mengajar. Selain 
mengajar ajaran Yesus mungkin juga mereka menerangkan kepada jemaat 
tentang arti wahyu atau nubuatan yang disampaikan oleh para nabi sekaligus 
menguji apakah ilham yang diterima itu benar sesuai dengan maksud Injil dan 
Perjanjian Lama
23
. 
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d. Penatua dan Penilik 
Mereka menjadi pimpinan dalam jemaat lokal, Penatua atau Penilik. Tugasnya 
antara lain: bersama para Rasul turut menyelesaikan masalah, mengawasi, 
menasihati, dan mengajar jemaat. Pendeknya mereka turut bertanggungjawab 
atas seluruh pelaksanaan pelayanan dalam jemaat
24
. 
e. Diaken 
Fungsi diaken dalam jemaat perdana adalah menolong jemaat yang miskin dan 
membantu dalam “perjamuan kudus”. Untuk jabatan pelayan diaken ini 
mungkin tidak hanya laki-laki saja tapi ada juga wanita karena diakonia 
merupakan tanggung jawab semua jemaat
25
. 
Khusus jabatan Pendeta dalam lingkup Kristen Protestan lebih dilihat dalam 
beberapa fungsi, yakni : 
 Fungsi Imam, sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap  
seluruh pelaksanaan ritual dalam gereja, penjaga tradisi-tradisi Kristen supaya 
tetap murni. 
 Fungsi Nabi, sebagai orang yang diutus Tuhan menyampaikan Firman-Nya, 
pelaku misi pemuridan, seseorang yang dikaruniai kepekaan melihat tanda-
tanda/perkembangan zaman sehingga ia mampu menyampaikan hal-hal yang 
sedang terjadi (kontekstual) dan akan terjadi (masa yang akan datang), untuk 
kemudian mempersiapkan umat menghadapi situasi tersebut. 
 Fungsi Gembala, sebagai pembimbing, penolong, penjaga umat Tuhan dalam 
kesulitan dan pergumulan hidup. 
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Adapun syarat-syarat dan sikap hidup yang harus dimiliki oleh pelayan yang 
ditetapkan oleh para rasul seperti yang dicatat dalam Alkitab antara lain : bersikap baik, 
penuh roh dan hikmat, seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan 
diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan 
peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai bukan hamba uang, seorang 
kepala keluarga yang baik yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, bukan 
seorang yang baru bertobat, mempunyai nama baik diluar jemaat, tidak angkuh, tidak 
serakah, mampu menguasai dirinya, berpegang pada ajaran yang benar, sanggup 
menasehati orang dengan ajaran yang sehat dan sanggup meyakinkan penentang-
penentangnya. 
Syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para Rasul ini kemudian menjadi dasar 
bagi sinode gereja menetapkan pengangkatan seseorang menjadi pelayan di gereja, 
secara khusus bagi seseorang yang akan ditahbiskan menjadi pendeta. Semua jabatan 
pelayan penting supaya pelayanan kepada jemaat Tuhan bisa dilakukan secara 
maksimal. Namun konteks sekarang peran pendeta menjadi sangat signifikan sebab 
pendeta merupakan peran yang multi fungsi yang menentukan maju mundurnya 
pelayanan dalam jemaat. Oleh karena itu seorang pendeta harus menjadi seorang yang 
profesional dalam fungsi-fungsi pelayanan dan harus mampu menguasai diri dalam 
segala situasi. 
Pekerjaan pelayanan merupakan sesuatu yang tidak gampang, kadang bekerja 
tanpa diupah malah dibenci dan dianiaya. Namun prinsip pelayanan menjadi kekuatan 
dalam melakukan tugas dan kesaksian. Prinsip ini bersumber dari pengajaran Yesus 
yang tergambar dalam beberapa bagian Alkitab berikut ini: 
1. Jabatan itu merupakan penetapan Allah pada seseorang yang dipilihNya. Itu 
berarti bahwa Allah mempercayakan dan menganugerahkan pelayanan pada 
  
seseorang, secara khusus pada pendeta dan tanggung jawab terhadap hasil 
pekerjaan itu adalah pada Allah
26
. 
2. Sebagai pemimpin pelayan maka dituntut karakter yang lemah lembut, rendah 
hati, menjadi teladan bagi jemaat, hadir ditengah masyarakat untuk melayani 
bukan untuk dilayani
27
. 
3. Pendeta sebagai pemimpin dan gembala mesti menjaga dan mengasihi domba-
domba dengan penuh kesetiaan bahkan rela mengorbankan hidupnya supaya 
domba-domba itu tetap terpelihara baik
28
. 
4. Pendeta harus mampu menguasai diri agar sebagai pemberita Firman ia tidak 
ditolak karena mampu melakukan seperti apa yang disampaikannya
29
. 
Beberapa poin di atas secara singkat dan sederhana hendak menyatakan bahwa 
seorang pendeta mendasari tugasnya dengan prinsip : 
1. Tetap mengingat bahwa pertanggungjawaban tugasnya adalah pertama-tama 
kepada Allah dan mewujud dalam pelayanannya kepada umat. 
2. Mengutamakan pelayanan. 
3. Berani membela kepentingan jemaat/orang banyak. 
4. Menguasai diri karena totalitas hidupnya adalah kesaksian tentang Yesus. 
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C. Peran Politik Elit Agama 
Kedudukan sebagai anggota legislatif atau sebagai pendeta bagi sebagian orang 
dikategorikan sebagai orang-orang kalangan elit karena tidak semua orang mampu 
menduduki jabatan seperti itu dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang besar 
kepada masyarakat. Terkait pelayanan seorang pendeta dalam legislatif dan tugas-tugas 
pelayanan pendeta dalam lingkup gereja, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang 
teori-teori yang membahas tentang elit dalam masyarakat. 
Teori tentang elit pada mulanya lahir dari diskusi seru beberapa ilmuwan sosial 
tentang pemikiran filsuf Eropa khususnya Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto 
Michels dan Jose Ortega Y. Gasset
30
. 
Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu
31
 : 
- Lapisan atas, yaitu elit baik yang memegang kekuasaan (governing elite) 
maupun yang tidak memegang kekuasaan (non-governing elite). Yang 
dimaksud elit adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang terbaik dan 
termasuk golongan orang-orang berhasil, umumnya berasal dari kelas yang 
sama yaitu orang-orang yang kaya, pandai, memiliki berbagai kelebihan dalam 
bidang apapun, karakter moral yang baik dan sebagainya. Golongan elit yang 
memerintah dianggap bisa berkuasa sebab menggabungkan kekuasaan dan 
kelicikan dalam meraih posisi tersebut. 
- Lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit. 
Mosca pun mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas 
penduduk satu kelas menguasai dan satu kelas dikuasai. Kelas pertama jumlahnya 
selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan 
menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua 
                                                          
30
 Varma, S.P. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Pers. 2010,hlm 199 
31
 ibid., hlm 200 
  
jumlahnya selalu lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama
32
. Kedua elit 
tersebut masing-masing memiliki kepentingan berbeda dalam usaha mengusai dan 
mempengaruhi massa. 
Baik Pareto atau Mosca, keduanya sependapat dengan teori pergantian elit bahwa 
jika elit yang berkuasa tidak mampu memberikan layanan-layanan yang diperlukan atau 
bernilai bagi massa, atau muncul agama baru, atau terjadi perubahan pada kekuatan 
sosial yang ada dalam masyarakat, atau tidak lagi memiliki kecakapan dalam 
memimpin dan tidak mampu menjalankan kontrol politik, maka bukan tidak mungkin 
pergantian elit akan terjadi dan penguasa yang baru akan menggantikan penguasa yang 
lama 
33
. 
Adapun beberapa tipe pengklasifikasian elit politik yang ideal antara lain
34
: 
1. Elit dinastik, yang berasal dari golongan aristokrat, pedagang dan pemilik 
tanah. Gaya kepemimpinannya bersifat tertutup, anggotanya berasal dari 
keluarga sendiri sehingga dalam penyampaian pesan ke publik pun terkesan 
tertutup dan hanya dimengerti oleh orang-orang terdekat saja. 
2. Elit kelas menengah, merupakan kelompok elit baru yang berasal dari 
kelompok pedagang dan pengusaha. Dalam kenyataannya, kemajuan hidupnya 
selalu berdampingan dengan elit lama. 
3. Intelektual revolusioner, merupakan kelompok baru yang muncul untuk 
mengambil alih kepemimpinan nasional dan menyingkirkan elit lama yang 
bersifat kolonial, dengan menganut ideologi yang menekankan gagasan 
panggilan historis dan dedikasi tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab. 
4. Administrator kolonial, merupakan perwakilan dari negara penjajah dan 
bertanggungjawab penuh kepada negara penjajah. Gaya kepemimpinannya 
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lebih mengandalkan kekuatan fisik dan ancaman daripada bujukan dan 
kompromi. 
5. Elit nasionalistik, tipe elit ini jika berada di negara berkembang menganggap 
nasionalisme masih merupakan sentimen daripada sistem pemikiran yang 
dijabarkan. 
Berikut ini adalah klasifikasi kelompok elit yang ada di negara-negara 
berkembang menurut Fred R. Von Der Mehden
35
 : 
1. Elit Tradisional, yaitu mereka yang berhasil menjadi pemimpin besar berdasar 
adat istiadat, pewaris atau budaya lama, yang termasuk elit tradisional antara 
lain : 
a. Pemimpin Agama 
Dalam setiap agama baik Kristen, Budha, maupun Islam memiliki 
pemimpin agama yang terlibat dalam politik. 
1) Agama Budha memiliki tata cara yang melarang melibatkan diri secara 
terbuka dalam politik, tetapi sangha (kerahiban) di Burma dan 
Srilangka cenderung melibatkan diri dalam politik duniawi. Sami 
Budha di Srilangka pernah terlibat dalam pembunuhan seorang 
perdana menteri. Di Burma, pangyi (sami) pernah aktif dalam 
pergerakan nasional sebelum perang dan mengambil bagian dalam 
demonstrasi mengecam perdebatan tahun 1961 yang berhubungan 
dengan pengukuhan negara Budha di Burma. Walaupun secara resmi 
pemimpin agama kedua negara tersebut telah menyesali akan kegiatan 
demikian, tetapi banyak kalangan sami khususnya yang lebih muda 
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mengakui bahwa tindakan politik itu penting untuk mencapai 
kepentingan agama. 
2) Dalam Islam baik alim ulama, golongan haji dan organisasi Islam sejak 
dulu telah bergerak aktif dalam kehidupan politik. Para pemimpin 
agama Islam sejak dulu telah berpengaruh di Iran, Indonesia, Pakistan 
(terutama sebelum Presiden Ayuh Khan mengambil kuasa). 
3) Keadaan yang sama juga berlaku di kalangan elit Kristen, pemerintah 
tiga serangkai yang kuat dari segi tanah, gereja dan militer Amerika 
Latin di masa lampau pernah memerintah negara-negara di Benua 
Amerika. Ini menunjukkan bahwa politik yang bersifat sektarian sudah 
lama berkembang, kecuali di negara tertentu seperti Meksiko dan 
negara komunis yang membatasi jumlah dan aktivitas alim ulama, 
sami, ahli taksir agama, pendeta. 
b.  Bangsawan, 
c. Golongan Bangsawan yang memiliki tanah. 
2. Elit Baru, yaitu terdiri dari pejuang nasional yang relatif muda yang memiliki 
hubungan dengan kota dan kebudayaan Barat, dan memiliki kecenderungan 
untuk melakukan pembaharuan sosial dan ekonomi . Elit baru yang termasuk 
berhasil yaitu Toure, Castro, Nasser, Nkrumuh, Soekarno. 
3. Elit Ekonomi Asing 
Menurut Parcell dan Skinner, pengaruh elit ekonomi asing berpengaruh 
terhadap persatuan dan kemantapan negara-negara baru adalah penting 
terutama negara baru merdeka. 
Yang menarik dari tipe pengklasifikasian elit di atas adalah kemunculan tokoh 
agama sebagai salah satu tipe elit yang ada dalam masyarakat. Tokoh agama dianggap 
  
mempunyai karisma sendiri sebab tokoh agama seperti wakil Tuhan di dunia, mereka 
dipandang sebagai penuntun jalan kebenaran sebab cakap dalam urusan membangun 
moral manusia lewat ajaran-ajaran agama yang disampaikan. Pierre Bourdieu 
merumuskan konsep kuasa simbolik berdasarkan pada tradisi yang menganggap 
bahwa
36
 bentuk-bentuk simbolik (mitos, bahasa, seni, ilmu agama dan lain-lain) adalah 
sarana untuk mengetahui dan menciptakan dunia objek. Bentuk-bentuk simbolik ini 
merupakan bentuk historis dan bentuk sosial yang sifatnya semena, relatif pada 
kelompok tertentu, dan ditentukan secara sosial dan historis serta memiliki fungsi sosial 
sangat penting dalam menjamin integrasi sebuah masyarakat, yang turut membentuk 
dan menstrukturkan dunia serta bersifat fungsional sebagai sarana dominasi yang 
menghubungkan produksi simbolik dengan kepentingan kelompok-kelompok dominan 
untuk menjustifikasi dominasinya. Bourdieu juga menyatakan bahwa terdapat tiga 
lembaga prinsipil yaitu keluarga, gereja dan sekolah yang melakukan kerja reproduksi. 
Gereja menanamkan secara eksplisit bekerja lewat simbolika teks-teks sakral, liturgi 
dan ruang-waktu religius, suatu moral yang familialis, yang sepenuhnya didominasi 
oleh nilai-nilai patriarkhal, terutama dengan dogma tentang inferioritas dasar 
perempuan
37
. 
Dari pemikiran Pareto, Mosca dan Bourdieu, penulis menarik kesimpulan bahwa 
tokoh agama merupakan bagian dari kelompok elit tradisional yang juga mempunyai 
kekuasaan walaupun terbatas di kalangan tertentu saja dan tidak menutup kemungkinan 
bahwa ketika tokoh agama (pendeta) melibatkan diri dalam politik, maka kuasa 
simbolik sebagai tokoh agama yang dimilikinya akan menuai perhatian baik dari elit 
yang berkuasa maupun dari masyarakat sendiri, sedang bagi kelompok elit intelektual 
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revolusioner, kehadiran tokoh agama dalam politik bisa membawa dampak yang baik 
sebab dengan kuasa simbolik yang dimilikinya bisa mendulang dukungan masyarakat 
terutama bagi orang-orang yang termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat 
oleh elit penguasa yang tidak memihak kepada masyarakat. Keterlibatannya pun 
diharapkan tetap mempertahankan peran profetiknya sebagai penyuara keadilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D. Kerangka Berpikir 
Kenyataan bahwa banyaknya persoalan hidup bangsa Indonesia telah mendorong 
gereja hadir ke tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menawarkan solusi hidup 
yang lebih baik sebagai perwujudan Tri Tugas yang diemban gereja dan juga menjadi 
pelayan yang baik bagi masyarakat melalui bidang politik yang tidak terlepas dari 
kehidupan masyarakat. Gereja terpanggil untuk melaksanakan tanggung jawab 
politiknya agar warga gereja pun mengambil bagian dalam politik sebagai wujud 
tanggung jawabnya sebagai warga negara dan ketika dirasakan bahwa warga gereja 
sepertinya menemui kesulitan saat harus berhadapan dengan penguasa dunia, maka 
pendeta pun akhirnya mencoba menjadi bagian dari politik itu sendiri. 
Pendeta adalah salah satu dari perangkat pelayanan gereja (sebagai 
organisasi/lembaga) yang tertarik menekuni bidang politik secara aktif diluar dari 
fungsi dan jabatannya sebagai penjaga tradisi gereja dan tugas penggembalaannya. 
Pelayanan dipahami sebagai tugas hidup yang penuh tanggung jawab terhadap 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya di tengah kondisi kehidupan yang semakin 
sulit akibat para politisi yang tidak menjalankan tugas pengabdiannya kepada 
masyarakat dengan baik. 
Meskipun menuai perdebatan di kalangan umat, akan tetapi dengan kuasa 
simbolik yang dimilikinya sebagai bagian dari elit tradisional, tidak sedikit jumlah 
pendeta yang berhasil menduduki jabatan-jabatan pelayanan publik yang penting antara 
lain dalam lembaga legislatif. Menjadi suatu dilema ketika pendeta di suatu saat harus 
menuruti aturan yang ditetapkan partai yang mengusungnya, dia juga harus bisa 
menjaga idealismenya sebagai tokoh agama, membina aktifitas politik jemaatnya yang 
berbeda-beda dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau 
golongan tertentu. 
  
Fungsi Pendeta : 
 Imam 
 Nabi 
 Gembala 
 
Maka pendeta harus menentukan sikap manakala berhadapan dengan fungsi 
lembaga legislatif yang mengharuskannya untuk tetap berpegang dengan aturan dan 
kebijakan partai dan fungsinya sebagai seorang pendeta yang harus tetap 
mempertahankan nilai-nilai kristiani dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada 
masyarakat. 
Dari uraian diatas, maka kerangka analisis dapat dikembangkan dengan model 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendeta 
Fungsi Legislatif : 
 Legislasi 
 Kontrol 
 Anggaran  
Perubahan peran 
sebagai Legislatif 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam bab ini, penulis akan menguraikan lokasi penelitian, tipe penelitian, teknik 
pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data dan penentuan informan yang 
digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian di atas ditujukan agar pembaca 
mendapat gambaran tentang alur penyajian data hingga penarikan kesimpulan dari 
penelitian ini. Berikut ini adalah uraian dari metode penelitian yang digunakan pada 
penulisan skripsi ini. 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah gereja-gereja yang berada di 
kota Makassar mengingat ada beberapa pendeta dari gereja-gereja tertentu di kota 
Makassar yang aktif berpartisipasi dalam politik baik sebagai anggota legislatif, 
penasehat partai politik tertentu atau sekedar menjadi pemerhati politik. 
B. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
deskriptif kualitatif. Dimana penulis menggambarkan dan menjelaskan mengenai 
perubahan peran pendeta ketika terlibat menjadi anggota legislatif. Data-data dari hasil 
wawancara, dicatat secermat dan serinci mungkin sehingga menjadi suatu catatan 
lapangan. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang 
terkandung dibalik realitas dapat diungkap. 
Bagian ini juga menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam 
susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan 
sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian yang 
akhirnya akan diinterpretasikan dan disimpulkan.  
 
  
C. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi partisipasi (pengamatan terlibat). Berdasarkan segi keterlibatan 
pengamat (observer), maka partisipasi pengamat dalam penelitian ini dapat 
dikategorikan sebagai partisipasi penuh (full participation). 
Peneliti sendiri adalah anggota Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) 
Immanuel jemaat Makassar yang ikut dalam pembinaan dan pelayanan Gereja Protestan 
Indonesia bagian Barat sejak tahun 2007 sehingga peneliti dapat mengetahui lebih 
mendalam seluk beluk pemimpin-pemimpin gereja serta metode gerakan yang 
diterapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. 
D. Jenis Data  
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 
wawancara langsung kepada pendeta yang pernah menjadi anggota legislatif dan 
anggota jemaat gereja yang aktif dalam suatu partai politik tertentu di Indonesia. Selain 
itu, untuk mendukung penelitian ini maka peneliti juga menggunakan data-data 
sekunder yang peneliti dapatkan dari buku, majalah serta artikel-artikel dan makalah-
makalah yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh gereja dalam berbagai seminar dan dialog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
E. Teknik Analisis data  
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang 
diperoleh dari penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak 
menggunakan rumus statistik dan matematik, menggambarkan persoalan berdasarkan 
fakta-fakta yang ada kemudian menarik suatu kesimpulan. Angka-angka statistik hanya 
digunakan sebagai data menunjang dari semua fakta yang hendak digambarkan. 
F. Penentuan Informan 
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau pihak yang dinilai dapat 
memberikan informasi dan data seakurat mungkin. Penelitian tentang perubahan peran 
pendeta tidak harus memilih informan dari pendeta yang pernah terlibat menjadi 
anggota legislatif, tetapi juga pendeta yang menjadi penasehat partai politik tertentu 
atau sekedar menjadi pemerhati politik saja. Selain itu informan berasal dari warga 
jemaat baik yang pernah/sedang menjabat sebagai anggota legislatif atau menjadi 
anggota partai politik tertentu, yang tentunya dapat memberikan informasi yang akurat. 
Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga keobjektifan data dan informasi. 
Pada proses penelitian ini terjaring sebanyak enam (6) orang informan yang tiga 
diantaranya adalah pendeta dan lainnya adalah warga jemaat yang berdomisili di kota 
Makassar. Dari enam responden yang ditemui, masing-masing berasal dari kalangan 
dan profesi yang berbeda. Informan yang ditemui berasal dari kalangan politisi 
(pengurus partai politik) dan pendeta (baik pendeta yang pernah terlibat menjadi 
anggota legislatif, pengamat politik dan hukum, maupun pendeta yang tidak pernah 
terlibat politik sekalipun). Polarisasi dari informan ini dimaksudkan agar informasi atau 
data yang yang didapatkan lebih kaya dan lebih variatif serta menjadi bahan 
perbandingan dalam penelitian ini. 
  
Beberapa informan yang berhasil diwawancarai antara lain: Pdt. Alexander 
Thomas, S.Th yang berasal dari Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer, Pdt. Paulus 
M. Tangke, M.Th, MH yang berasal dari Gereja Toraja jemaat Panakkukang, Drs. 
Mathius Timang, MBA yang berasal dari Gereja Protestan Indonesia Luwu jemaat 
Viadolorosa, Ir. Nelson M. Kamisi, ST yang berasal dari Gereja Toraja jemaat 
Tamalate, Pdt. Djumiarni, S.Th dan Drs. Alexander Palinggi yang berasal dari Gereja 
Toraja jemaat Rama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Agar dapat mengetahui sejauh mana perubahan peran pendeta ketika terlibat 
menjadi anggota legislatif maka penulis telah melakukan penelitian lapangan pada 
beberapa gereja di kota Makassar yakni: Gereja Toraja (GT) jemaat Rama, Gereja 
Toraja Mamasa (GTM) jemaat Ebenhaezer, Gereja Toraja (GT) jemaat Panakukkang 
dan Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) jemaat Viadolorosa. Keempat gereja ini 
diambil sebagai lokasi penelitian karena dari gereja-gereja ini ada beberapa pendeta 
atau anggota jemaatnya yang terlibat aktif dalam politik. Penelitian ini  berlangsung  
selama kurang lebih dua minggu yaitu pada tanggal 20 Juni sampai dengan 4 Juli 2011. 
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan 
informan, berbagai literatur dan artikel-artikel, surat kabar dan juga tulisan-tulisan yang 
berhubungan dengan tema yang diteliti dan membantu dalam penelitian ini. 
Adapun gambaran umum gereja-gereja tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Gereja Toraja (GT) jemaat Rama 
Gereja Toraja jemaat Rama adalah salah satu dari sekian banyak jemaat gereja 
Toraja yang berlokasi di jalan Dirgantara, sebelumnya menjadi bagian dari jemaat 
Ujung Pandang Timur Tello Batua sampai kemudian menjadi otonom pada 1 April 
1990, dengan anggota jemaatnya saat itu berjumlah 300 kepala keluarga dengan 
pendeta pertamanya Pdt. Asyer Kadang. 
Saat ini anggota jemaat Rama terdiri dari 913 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 
2.555 orang, yang dilayani oleh 98 majelis jemaat (49 penatua, 49 diaken), 3 pendeta 
yang dipimpin oleh Pdt. Meryaty Dampa, STh. 
2. Gereja Toraja Mamasa (GTM) jemaat Ebenhaezer 
  
Gereja Toraja Mamasa jemaat Ebenhaezer yang berlokasi di jalan Sungai 
Saddang, saat ini terdiri dari 294 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1.176 orang, yang 
dilayani oleh 108 majelis jemaat (70 penatua, 38 diaken), 1 orang pendeta yakni Pdt. 
Alexander Thomas, STh, yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Pare-Pare tahun 1999-2004. 
Warga jemaat Ebenhaezer pada mulanya berasal dari Gereja Toraja jemaat Maros 
yang terletak di jalan Gunung Bawakaraeng (dulu jalan Maros) Makassar. Kepindahan 
jemaat Ebenhaezer dari jemaat Maros disebabkan oleh perbedaan budaya, meskipun 
secara etnis orang Toraja dan orang Mamasa adalah satu rumpun akan tetapi ada 
beberapa hal yang membuat keduanya sulit menjadi satu, sehingga membuat jemaat 
yang berasal dari Mamasa tidak mendapat peran yang cukup memadai di jemaat. Hal 
inilah yang menjadi pemicu sehingga orang-orang Mamasa yang selama ini menjadi 
warga jemaat di jemaat Maros keluar dan mendirikan jemaat Ebenhaezer dibawah 
naungan sinode Gereja Toraja Mamasa dengan pendeta pertamanya di jemaat tersebut 
adalah Pdt. Gustaf Pasan, STh. 
3. Gereja Toraja (GT) jemaat Panakukkang 
Gereja yang berlokasi di jalan A.P. Pettarani II No. 3 ini dahulunya adalah bagian 
dari Gereja jemaat Ujung Pandang Utara (sekarang jemaat Bontoala), tetapi kemudian 
menjadi otonom sejak 14 Agustus 1984. Jemaat ini sekarang beranggotakan 128 kepala 
keluarga dengan jumlah jiwa 517 orang,dilayani oleh 30 majelis jemaat (16 penatua, 14 
diaken) dan dilayani oleh 2 orang pendeta yaitu Pdt. Paulus M. Tangke, MTh, MH dan 
Pdt. Henry Budikarya, STh. 
4. Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) jemaat Viadolorosa 
Gereja Protestan Indonesia Luwu jemaat Viadolorosa beranggotakan 184 kepala 
keluarga dengan jumlah jiwa 923 orang, dilayani oleh 54 majelis jemaat (28 penatua, 16 
  
diaken), 2 orang pendeta yaitu Pdt. L. Lande,MTh dan Pdt. Yudith Mangoting,STh. 
Menyangkut tanggal dan tahun berdirinya Gereja Protestan Indonesia Luwu jemaat 
Viadolorosa tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar tahun 1980-an. 
Pada awalnya jemaat Viadolorosa beribadah di gedung Gereja jemaat Moria yang 
berada di jalan Gunung Salahutu. Pada tahun 1983 terjadi perpecahan dipicu oleh 
penempatan pendeta karena kelompok Pantilang dan Rante Balla berbeda keinginan 
yang tidak dapat dijembatani. Akibatnya jemaat Viadolorosa pindah beribadah ke 
gedung Gereja Kristen Sulawesi Selatan (GKSS) jemaat Syalom di jalan Sungai 
Saddang dan jemaat Kalvari di gedung GKSS jemaat Makkio Baji di jalan Tupai. 
Di tahun 1983 bapak Petrus Tandibala menghibahkan sebidang tanah yang 
terletak di jalan Amirullah lorong 5 No.6 untuk membangun gedung Gereja bagi jemaat 
Viadolorosa yang ditempati hingga saat ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini akan dihadirkan gambaran tentang peran pendeta sebagai dalam 
politik dan perubahan perannya selama terlibat menjadi anggota legislatif. Untuk 
mengetahui perubahan peran pendeta dalam politik maka diajukan pertanyaan-
pertanyaan dasar tentang bagaimana pemahaman pendeta terhadap tugas dan fungsi 
lembaga legislatif, apakah tugas dan fungsi lembaga legislatif sejalan dengan tugas dan 
fungsi pelayanan pendeta serta apakah peran pendeta berubah ketika terlibat aktif 
menjadi anggota legislatif. 
Hal ini pun berdasar pada rumusan masalah untuk mengetahui peran pendeta 
dalam politik praktis terutama perubahan peran pendeta ketika terlibat menjadi anggota 
legislatif. Cakupannya berkisar pemahaman pendeta terhadap tugas dan fungsi lembaga 
legislatif serta pergeseran fungsi dan peran pelayanan pendeta dalam politik praktis. 
Ada berbagai temuan selama melakukan penelitian ini. Pro dan kontra masih jelas 
tergambar ketika pertanyaan tentang setuju atau tidakkah responden terhadap sikap 
pendeta yang memilih terlibat politik praktis. 
Pertanyaan tentang bagaimana sikap jemaat ketika pendeta hendak kembali ke 
gereja setelah tidak lagi terpilih sebagai anggota legislatif diajukan agar diperoleh 
informasi tentang reaksi jemaat dalam memandang politik sebagai wilayah pelayanan 
yang perlu dilayani oleh pendeta pula. Dari sejumlah informan yang diwawancarai 
diperoleh beragam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 
Penulis memperoleh data dari beberapa informan yang terdiri dari dua pendeta 
yang terlibat aktif dalam politik praktis, salah satunya pernah menjadi anggota DPRD 
kota Pare-pare periode 1999-2004 dari partai Golongan Karya. Tiga informan lain 
adalah warga jemaat yang aktif dalam politik yaitu anggota dari Partai Damai Sejahtera. 
  
Perlunya pendeta terlibat aktif dalam perpolitikan dikemukakan oleh dua orang pendeta 
dan dua warga jemaat lain. Sedangkan satu orang pendeta dan satu warga jemaat 
dengan jelas menolak ketelibatan pendeta dalam politik. 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan peran pendeta 
ketika terlibat politik karena kedua fungsi tersebut sejalan, seperti yang diungkapkan 
oleh Pdt. Alexander Thomas : 
”... jika disimak secara seksama, fungsi legislatif sejalan dengan fungsi pendeta, 
hanya yang membedakan adalah tempat dilakukannya pelayanan. Kalau pendeta 
cakupannya hanya di gereja saja, tetapi legislatif cakupannya luas, menyangkut 
kehidupan bangsa dan negara. Tidak ada perubahan fungsi dan peran pendeta. 
Semuanya bisa berjalan seiring sejalan dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif. 
Justru masyarakat bersyukur karena mendapatkan apa yang mereka butuhkan ketika 
kehadiran pendeta dirasakan membawa perubahan yang baik ...” (wawancara tanggal 
23 Juni 2011) 
Peran pendeta dalam wilayah gereja jelas akan sangat berbeda ketika pendeta 
terlibat politik. Pelayanan pendeta dalam lingkungan gereja lebih menekankan pada 
pembentukan moral dan keimanan umat, sedangkan pelayanan pendeta dalam 
lingkungan lembaga legislatif lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat dalam 
lingkup yang lebih besar. Pelayanan keduanya bersifat umum sebab melayani 
masyarakat tanpa melihat suku, agama, ras dan golongan.  
Mathius Timang pun mengungkapkan : 
”... ketika pendeta di dalam gereja memang tabu bahkan dilarang untuk 
membicarakan politik terutama di atas mimbar. Ketika diluar gereja, pendeta bebas 
berbicara tentang politik. Terkait perubahan perannya dalam lembaga legislatif, fungsi 
dan peran pendeta tidak berubah sama sekali ...” (wawancara 2 Juli 2011) 
Dari pernyataan kedua informan ini, maka diperoleh informasi bahwa fungsi dan 
peran pendeta tidak berubah. Pendeta tetap bisa melaksanakan fungsi dan perannya 
  
sebagai tokoh agama. Penyesuaian fungsi-fungsi kependetaan dengan fungsi-fungsi 
legislatif dapat dilakukan seperti yang akan dibahas dalam sub bab berikut ini. 
A. Perubahan Peran Pendeta dalam Politik 
1. Fungsi Pendeta dalam Fungsi Legislasi 
Nelson M. Kamisi menjelaskan : 
“… yang pertama, fungsi legislasi lembaga legislatif sama halnya dengan fungsi 
pendeta sebagai imam. Sebelum membuat undang-undang maka harus diketahui dulu 
kebutuhan masyarakat apa …”(wawancara tanggal 27 Juni 2011) 
Fungsi dan peran seorang imam dalam Kristen adalah sebagai pemimpin yang 
bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan ritual dalam gereja, penjaga 
tradisi-tradisi Kristen supaya tetap murni. Dalam Perjanjian Lama, aturan-aturan yang 
ada disampaikan langsung oleh Allah melalui nabi-nabi. Pada gereja modern, fungsi 
imam ini dilaksanakan oleh sinode pusat yang membawahi langsung gereja-gereja yang 
ada. Aturan yang dibuat pun berdasarkan kebutuhan umat dan tidak menyalahi aturan-
aturan yang sudah ada dalam Alkitab serta berlaku umum pada gereja-gereja yang 
dibawahinya. Fungsi ini sejalan dengan fungsi legislasi lembaga legislatif yang bertugas 
untuk menentukan policy dan membuat undang-undang serta mempunyai hak inisiatif, 
hak mengamandemen rancangan undang-undang eksekutif dan hak budget. Sebelum 
membuat undang-undang, legislatif haruslah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 
masyarakat maka dibutuhkan kepekaan dalam membaca situasi dan kondisi masyarakat 
sehingga undang-undang yang dihasilkan pun tepat sasaran. 
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Pdt. Paulus M. Tangke : 
“… fungsi pendeta yang sejalan dengan fungsi legislatif yakni dalam pembuatan 
aturan, fungsi kontrol dan membuat anggaran. Gereja bersama majelis jemaat 
membuat aturan yang berlaku di gereja sesuai dengan kebutuhan jemaat tanpa 
menyalahi aturan dari sinode. Pendeta akan menyampaikan keberatan jikalau eksekutif 
  
tidak menjalankan aturan-aturan dengan baik. Akan tetapi pengawasan mengenai 
anggaran biasanya dilaksanakan oleh bendahara gereja dan dilaporkan kepada 
pengurus harian majelis jemaat saat rapat harian atau sidang pleno …” (wawancara 
tanggal 1 Juli 2011) 
Hal ini menunjukkan bahwa gereja juga bisa dianggap sebagai lembaga legislatif 
yang ada di lingkungan Kristen dan khusus menangani urusan intern gereja saja. Sinode 
bertindak sebagai lembaga legislatif dan gereja-gereja yang dibawahinya menjadi 
eksekutif yang menjalankan aturan-aturan dari sinode. Anggota sinode pun terdiri dari 
pendeta-pendeta yang mewakili tiap-tiap gereja yang dibawahinya. Bertindak sebagai 
eksekutif maka pendeta bertanggungjawab terhadap seluruh pelayanan dalam gereja, 
sehingga ia harus sanggup mengatur segala pekerjaan. Sebagai pemimpin, ia harus 
mampu bekerjasama dan melibatkan setiap potensi yang ada pada warga jemaat, 
bersikap hati-hati, menghargai serta memberi petunjuk yang positif kepada orang-orang 
yang dipimpinnya. 
Ketika pendeta menjadi anggota legislatif yang menjalankan fungsi legislasi 
sebenarnya ia juga menjalankan fungsinya sebagai imam dimana ia harus memiliki 
kepekaan dalam melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dan juga ia 
harus bersikap adil sehingga produk undang-undang tidak memihak atau 
menguntungkan satu pihak saja. 
Akan tetapi ketika pendeta yang sementara terlibat dalam politik praktis tidak 
diperkenankan menjalankan fungsi keimamannya di dalam lingkungan gereja seperti 
membawakan khotbah di atas mimbar sesuai dengan aturan sinode gereja
38
 seperti yang 
diungkapkan oleh Pdt. Paulus M. Tangke : 
”... perubahan jelas ada karena ketika terlibat dalam lembaga legislatif, praktis 
pelayanan pendeta di jemaat harus di non-aktifkan untuk sementara ...” 
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Pernyataan ini muncul sebagai pemberlakuan atas Keputusan Sidang Sinode Am 
Gereja Toraja di Jakarta tahun 2006. Hal ini juga dilakukan agar mimbar gereja tidak 
dijadikan tempat untuk melakukan kampanye di lingkungan gereja. Gereja menghargai 
perbedaan aktifitas politik umatnya.  
Hasil wawancara dengan informan lain ditemukan bahwa salah satu daerah di 
Sulawesi Barat masih memperbolehkan pendeta yang terlibat aktif sebagai anggota 
legislatif melaksanakan fungsi keimamannya. Hal ini menunjukkan bahwa aturan dari 
sinode masih bersifat fleksibel di daerah tertentu, sehingga dimungkinkan fungsi 
keimaman seorang pendeta masih bisa dilaksanakan meskipun sedang menjabat sebagai 
anggota legislatif.  
2. Fungsi Pendeta dalam Fungsi Kontrol 
Lembaga legislatif mempunyai fungsi kontrol untuk mengontrol eksekutif agar 
menjalankan policy atau undang-undang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan 
legislatif. Lembaga ini diberi hak-hak khusus guna menjalankan fungsi ini dengan baik 
yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan parlementer kepada eksekutif, hak interpelasi, 
hak angket, dan hak mosi. 
Fungsi ini sejalan dengan fungsi kenabian seorang pendeta. Seorang nabi adalah 
utusan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, pelaku misi pemuridan sebab memiliki 
kecakapan dalam mengajar, seseorang yang dikaruniai kepekaan melihat tanda-
tanda/perkembangan zaman sehingga ia mampu menyampaikan hal-hal yang sedang 
terjadi (kontekstual) dan akan terjadi (masa yang akan datang), untuk kemudian 
mempersiapkan umat menghadapi situasi tersebut. Ketika terlibat dalam politik maka 
fungsi pendeta adalah wakil dan juru bicara gereja sebagai perantara gereja dan 
masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan di luar gereja. 
 
  
Hal ini diterangkan oleh Nelson M. Kamisi : 
“… fungsi kontrol legislatif sama dengan fungsi kenabian seorang pendeta agar 
mengawasi eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang dalam masyarakat dan 
mengontrol kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh 
eksekutif …” 
Seorang pendeta adalah seorang nabi di jaman modern. Pendeta menguasai 
dengan baik Alkitab dan memiliki kemampuan untuk mengajar tentang hal yang baik 
dan buruk. Dalam hal mengajar inilah, maka kemampuan kenabian seorang pendeta 
diuji ketika harus diperhadapkan dengan permasalahan politik. Pendeta harus bisa 
menjadi contoh bagi rekan sejawatnya di legislatif. 
Masalah baru muncul ketika fungsi kontrol ini diperhadapkan dengan kepentingan 
partai. Kecenderungan orang adalah selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan 
penguasa meskipun itu harus mengorbankan komitmen atau kepercayaan masyarakat. 
Disinilah tantangan seorang pendeta untuk menyatakan tanggung jawab profetiknya 
tanpa harus takut menghadapi ancaman re-call dari partai sebagai usaha intervensi 
terhadap fungsi dan perannya sebagai seorang nabi. Pendeta harus cerdik dalam 
menyelesaikan masalah yang terkait dengan kekuasaan sehingga dapat 
meminimalisirkan terjadinya konflik. Pendeta pun harus rela dan siap dengan resiko 
dibenci, dimusuhi bahkan disakiti oleh pihak yang merasa tidak senang karena 
menyampaikan kebenaran. 
3. Fungi Pendeta dalam Fungsi Anggaran 
Fungsi anggaran lembaga legislatif adalah fungsi yang dijalankan bersama  
dengan eksekutif sebagai pelaksana anggaran negara yang tujuannya untuk menyusun 
dan mengesahkan anggaran negara. Fungsi anggaran yang dilakukan oleh legislatif 
bertujuan untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara agar mencukupi untuk 
pembiayaan kehidupan seluruh warga negara. 
  
Nelson M. Kamisi menjelaskan : 
“… sama seperti dua fungsi sebelumnya, fungsi anggaran sama dengan fungsi 
gembala, anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak 
berkelebihan, juga tidak berkekurangan dan juga tepat guna …” 
Fungsi gembala adalah sebagai pembimbing, penolong, penjaga umat Tuhan 
dalam kesulitan dan pergumulan hidup. Alkitab menyatakan bahwa gembala yang baik 
adalah gembala yang senantiasa menjaga kawanan domba gembalaannya dari serangan 
pemangsa, membaringkan dombanya di padang berumput hijau dan membimbing ke air 
tenang untuk memperoleh minuman. Apabila ia kehilangan dombanya, maka domba itu 
akan dicari sampai ia mendapatkannya kembali. 
Baik fungsi anggaran maupun fungsi gembala, keduanya mempunyai tanggung 
jawab untuk menjaga kehidupan umat. Bentuk tanggung jawab itu kemudian akan 
tercermin melalui produk undang-undang yang dihasilkan demi kesejahteraan 
masyarakat. Kenyataannya, justru fungsi anggaran inilah yang sering “dipermainkan” 
baik oleh elit legislatif maupun eksekutif. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan 
bagi pembangunan masyarakat justru digunakan untuk membiayai perjalanan dinas 
fiktif yang semakin sering dilakukan oleh lembaga-lembaga kenegaraan dengan tujuan 
yang tidak jelas pula. 
Maka fungsi pendeta sebagai gembala perlu dihadirkan sehingga lembaga 
legislatif bisa menjadi penolong dan penjaga masyarakat dalam menghadapi kesulitan 
dan pergumulan hidup. 
Fungsi imam seorang pendeta juga dapat dijalankan pula dalam fungsi kontrol dan 
anggaran, bagaimana seorang pemimpin mengawasi pelaksanaan undang-undang dan 
anggaran yang sudah dibuat. Fungsi kenabian seorang pendeta dapat dijalankan tidak 
hanya dalam fungsi kontrol tapi juga dalam fungsi legislasi dan anggaran, bagaimana 
undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan 
  
mengawasi penggunaan anggaran sehingga tidak terjadi tindak korupsi terhadap 
anggaran negara. Begitupula dengan fungsi gembala bisa dijalankan dalam fungsi 
legislasi dan kontrol agar undang-undang yang dibuat tidak menyengsarakan 
masyarakat dan mengarahkan eksekutif melaksanakan undang-undang dengan penuh 
tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. 
Satu analogi yang coba menggambarkan politik yang penulis peroleh dari salah 
satu informan. Politik diumpamakan sebagai ruangan yang gelap, yang dipenuhi oleh 
banyak orang. Karena tidak bisa melihat akibat tidak adanya penerangan sedikit pun, 
maka yang terjadi kemudian adalah orang-orang didalamnya saling dorong, saling sikut  
satu sama lain, yang kemudian memicu terjadi keributan. Pendeta adalah orang yang 
berada di luar ruangan tersebut, yang hanya bisa memberi instruksi agar orang-orang 
didalamnya mau menyalakan lampu. Akan tetapi, orang-orang yang berada dalam 
ruangan ini tidak mengetahui dimana letak sakelar lampunya. Maka jalan keluarnya 
adalah pendeta harus masuk di dalam ruangan itu untuk menekan sakelar agar 
lampunya bisa menyala untuk menerangi ruangan itu. Seperti itulah gambaran 
keterlibatan pendeta dalam politik. Pendeta harus membawa terang dalam politik agar 
politisi-politisi mempunyai penuntun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
dengan baik tanpa harus lagi saling mendorong atau saling menyikut satu sama lain.    
Dari pernyataan-pernyataan di atas maka diketahui bahwa pelayanan pendeta 
tidaklah terbatas dengan tembok gedung gereja tetapi menyangkut bidang kehidupan 
politik manusia sehingga benarlah firman Tuhan dalam perkataannya di suatu bukit di 
Galilea agar para rasul pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan dan mengajarkan 
kebenaran bagi seluruh umat manusia di bumi 
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B. Pro-Kontra Fungsi Profetik Pendeta dalam Politik 
Mathius Timang mengungkapkan bahwa : 
“… sebenarnya pendeta bisa melaksanakan perannya salah satunya di komisi 
VIII yang membidangi agama, namun beberapa partai besar tidak menempatkan 
anggota kita di dalam, makanya dianggap sebagai komisi kering …” 
Kenyataan inilah yang membuat seolah-olah pendeta tidak menjalankan fungsi 
imam, nabi dan gembala di dalam dunia politik sehingga keberadaan pendeta dalam 
politik menjadi pajangan saja. Politik sejatinya adalah baik tetapi ketika dilakoni oleh 
orang-orang yang bermental “pencuri” maka berpotensi menjadi malapetaka bagi 
kehidupan bangsa dan negara. Berbagai intrik politik yang seringkali dilakukan seolah-
olah menyingkirkan nilai kemanusiaan, etika, moral dan spiritual. Banyak elit penguasa 
dan politisi ramai-ramai melakukan penipuan terhadap bangsa dan negara melalui 
politik demi mempertahankan posisinya sebagai penguasa. Ketidakpedulian terhadap 
masyarakat pun semakin nyata ketika produk kebijakan yang dihasilkan justru tidak 
memihak kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi dalam 
memandang tugas dan panggilan pelayanan dalam politik. Citra buruk politik 
menyebabkan beberapa gereja justru melarang pendetanya terlibat politik sehingga 
lebih memilih warga jemaatnya saja yang terlibat politik sedangkan pendeta hanya 
sebagai pendukung saja. 
Wacana tentang pencabutan gelar kependetaan seorang pendeta pun telah 
berkembang di kalangan jemaat. Pendeta seharusnya tidak memakai lagi gelar 
kependetaan ketika terlibat dalam politik praktis. Menyikapi hal ini, Nelson M. Kamisi 
mengungkapkan bahwa gelar pendeta merupakan pengurapan dari Tuhan yang tidak 
bisa dicabut kapanpun manusia menginginkan. Tidak ada perubahan peran pendeta 
justru fungsi-fungsi inilah yang menjadi penunjang bagi pelayanan pendeta sebagai 
hamba Tuhan. 
  
Fakta bahwa honor pendeta yang sangat rendah dibandingkan dengan anggota 
lembaga legislatif serta fasilitas yang disediakan lebih dari yang disediakan oleh gereja 
dianggap oleh jemaat sebagai kesempatan pendeta untuk memenuhi kebutuhan 
finansial. Kekuatiran berikutnya apabila pendeta memiliki motivasi yang salah ketika 
menjadi politisi karena hanya ingin mengeruk keuntungan pribadi, golongan dan bukan 
kepentingan masyarakat secara luas sehingga tidak lagi bisa mempertahankan 
idealismenya sebagai teladan jemaat dan pemimpin umat.  
Peran pendeta penting untuk  meluruskan ketimpangan-ketimpangan dalam politik 
agar politisi tidak semakin kehilangan arah dan pegangan dalam berpolitik. Mengingat 
bahwa tidak sedikit politisi Kristen yang memegang jabatan penting dalam lembaga 
legislatif atau eksekutif, penentu kebijakan di pusat maupun di daerah, maka pendeta 
terkait fungsi profetiknya selayaknya melibatkan diri, baik secara praktis menjadi 
bagian dari lembaga-lembaga tersebut atau hanya sebagai motivator dan pembimbing 
rohani para politisi Kristen. Politisi yang “kotor” pun perlu ditobatkan supaya tidak 
mendatangkan bencana bagi rakyat dan bangsa tetapi menjadi berkat.  
Beberapa hal mendasar yang perlu dilakukan oleh gereja menyikapi pro kontra 
yang berkembang di kalangan umat Kristen antara lain Gereja harus memberikan 
pendampingan bagi pendetanya sama halnya kepada warga jemaat ketika mereka 
memutuskan terlibat aktif dalam politik. Keduanya pun melaksanakan panggilan 
pelayanannya bagi masyarakat yang nantinya juga akan berdampak positif bagi gereja. 
Keduanya perlu didukung dan diberi pemahaman yang baik tentang lembaga negara. 
Dalam suatu dialog kebangsaan antargereja yang bertempat di salah satu warung 
kopi di Makassar, Pdt. Yonathan menyampaikan pendapatnya
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”... untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan tiga hal mendasar yaitu 
keinginan kuat untuk melayani, kemampuan untuk melayani dan juga bisa diterima oleh 
masyarakat atau memiliki popularitas ...” 
Meskipun hal tersebut disampaikan untuk mendukung pencalonan Alexander 
Palinggi sebagai calon walikota Makassar di pemilihan walikota yang akan datang, 
tetapi ketiga hal itu juga dimiliki oleh pendeta mengingat pendeta sebagai elit 
tradisional yang mempunyai kuasa simbolik sebagai seorang pemimpin jemaat. 
Sehubungan dengan hal itu, ada tiga hal penting bagi pendeta yang memutuskan 
terlibat dalam politik selain dedikasi yang dimilikinya, maka ia juga harus memiliki : 
- Komitmen profetik, yang membuat pendeta teguh pada idealisme iman 
kristiani, sehingga ia siap dan berani menerima resiko ditolak ataupun 
dikeluarkan, ketika harus menyatakan ”tidak” terhadap sebuah kebijakan 
politik yang bertentangan dengan iman. 
- Integritas iman, kejujuran yang lahir dari iman akan membuat ia 
mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok atau pribadi. 
- Kompetensi sebagai politisi, kemampuan artikulatif seorang pendeta tidak 
perlu diragukan lagi tetapi berbicara dalam forum legislatif atau eksekutif 
tentu berbeda situasinya. Forum legislatif atau eksekutif beranggotakan orang-
orang yang memiliki berbagai perbedaan latar belakang pemikiran dan 
kepentingan. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan dan kesigapan 
terhadap situasi yang berbeda dengan memahami diri sebagai wakil 
masyarakat luas bukan hanya milik jemaat saja. Jadi kehadirannya benar-benar 
bermakna dan diperhitungkan secara kualitas, bukan sekedar untuk menambah 
jumlah perolehan voting dalam persidangan. Keterlibatan pendeta adalah 
perubahan politik ke arah lebih baik bagi kehidupan bangsa dan negara. 
  
Nelson M. Kamisi juga menyatakan : 
”… Kesemuanya dapat berjalan dengan baik apabila politisi-politisi di negara 
kita mempunyai hikmat. Syaratnya adalah Takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan 
“takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan”. Bahwa ketika kita sudah takut 
akan Tuhan maka dengan sendirinya kita akan menghasilkan produk undang-undang 
yang berpihak kepada masyarakat karena masyarakat itu kepunyaan Tuhan juga selain 
bumi dan segala isinya, yang harus kita jaga dengan baik …” 
Kehadiran pendeta dalam dunia politik sudah seharusnya tidak hanya menjadi 
pajangan saja akan tetapi menjadikan politik sebagai wilayah pelayanan gereja untuk 
menyatakan keadilan dan kebenaran. Sebagai elit tradisional dengan kuasa simbolik 
keagamaan yang dimilikinya maka sudah seharusnya seorang pendeta menjadi teladan 
yang baik bagi masyarakat dan sebagai agen perubahan sosial sehingga tercipta tatanan 
bangsa yang adil dan damai bagi seluruh rakyat. Keterlibatan dalam hal ini bukan 
sekedar menjadi alat dari parpol saja tetapi menjadi pribadi yang karismatik, mampu 
mempengaruhi setiap pelaku politik untuk meneladaninya. Dengan demikian akan 
terjadi perubahan paradigma berpikir dan ada reformasi politik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari berbagai tanggapan yang diperoleh selama penelitian maka penulis 
menyimpulkan bahwa pendeta adalah elit tradisional, yang memiliki kuasa simbolik 
yang berfungsi sebagai imam, nabi, dan gembala. Ketika menjalankan fungsi lembaga 
legislatif, pendeta sama sekali tidak mengalami perubahan peran dan fungsinya sebagai 
imam, nabi dan gembala. Pendeta menjadi imam dalam menjalankan fungsi legislasi, 
pendeta menjadi seorang nabi ketika menjalankan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif 
dan pendeta menjadi gembala ketika menjalankan fungsi anggaran. Bahkan ketika 
menjalankan fungsi legislasi, pendeta bisa pula menjadi nabi sekaligus gembala, 
begitupula dengan fungsi-fungsi legislatif lainnya. 
Pro kontra yang terjadi juga semata-mata hanya karena kurangnya pemahaman 
jemaat terhadap politik sebagai akibat pencitraan lembaga kenegaraan yang buruk 
sehingga membatasi ruang pelayanan seorang pendeta. 
Komitmen profetik, integritas iman dan kompetensi sebagai politisi adalah hal 
yang harus dimiliki oleh seorang pendeta yang terlibat politik sehingga fungsi 
keimaman, kenabian dan penggembalaannya dapat berjalan selaras dengan fungsi 
legislasi, kontrol dan anggaran lembaga legislatif. 
 
 
 
 
  
B. Saran 
Pendeta juga adalah bagian dari karya keselamatan Allah sendiri sehingga 
kepadanya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menuntun kehidupan bangsa dan 
negara menuju ke arah yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis 
menyarankan agar fungsi dan peran profetik seorang pendeta tidak dibatasi dengan 
aturan-aturan yang hanya mementingkan kelompok atau golongan tertentu saja, 
termasuk dengan aturan-aturan gereja selama ia tidak mengganti firman Tuhan dengan 
kampanye politik. Kehadiran seorang pendeta dalam pentas perpolitikan hendaknya 
menjadi berkat bagi kehidupan bangsa dan negara. Umat Kristen pun perlu diberikan 
pendidikan politik yang baik sehingga kehadiran jemaat pun dapat menjadi garam dan 
terang bagi perpolitikan di Indonesia. 
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